
BUPATI MAGETAN

PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MAGETAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikMengingat :

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengar

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun l95O Tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,



Jawa Tengah, Jawa Barat dat Daerah Istimewa Jogiakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);

6. Peraturan presiden Nomor gZ Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 12 Tahun
20I I tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pembentukan peraturan Daerah (I-embaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor l, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
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Dengan Persetu」 uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTuSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN  DAERAH  TENTANC  PEMBENTUKAN  DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMuM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan

2.Pemerintah Daerah addah PemeHntah Kabupatn Magetan

3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4 Dewan Perwttlan Rakyat Daerah yang selattutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Magetan.

5 Perangkat Daerah addah
unsur pembantu Bupad dan

DPRD dalaln penyelenggaraan urusan Peme」
ntahan yang

mettadi kewenangan Daerah.

6. sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagd unsur

Staf yang mempunyd tugas membantu Bupad dalam

penyusunan keb」akan dan peng。。rdinasian adninistradf
trhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratil

7.sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur

pelayanan administrasi dan pembeJほ
n dukungan terhadap

tugas dan fungsi DPRD.

8.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas

mernbha   dan   mengawasi   pelaksanaan   urusan

PemeHntahan yang mettadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan。leh Pemenntah Dacrah.



9. Dinas adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana Urusan
Pemerintahaa yang menjadi kewenangan Daerah.

1O. Badan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana unsur
penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

11. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan.

12. Kelurahan adalah bagial dari wilayah kecamatan yang
dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.

13. Unit pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UpT
adalah Unit pada Dinas atau Badan yang melaksanakan
sebagran kegiatan tekrris operasional dan/atau kegiatan telcris
penunjang terlentu perangkat Daerah indulorya.

14. Tipe A adalah kriteria tipelogi perangkat Daerah
berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah Daerahdengan kategori beban keg.a besar yang mempunyai nilaivariabel lebih besar g0O, dan untuk Xecamatan dengan nilaivariabel lebih besar dari 600.

15. Tipe B adalah
berdasarkan n""r, 

*r"r. tipelogr perangkat 
Daerah

dengan kategori o" 
o"-to* urusan Pemerintah Daerah

;xr,"ri#;x::r-.'Jffiffiff
. - 

turang/sam" 0"";; ffil 
t-' mempunvai nlai variaber

16. Tipe C adalah
teraasarran ;;;, :"'a 

tipelogi Peranskat Daerah
dengan u"r"*.n 

-*jimetaan urusan pemr

varia bei -0, ;r;;I_:r; j"*;;TilTJTT
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BAT} II
PEMBENTUKAN

pasal 2

Dalam menetapkan be
Daerah, Bupati r*",*t* 

dan susunan organisasi perangkat

a. intensitas Urusaa 
:remperhatikan asas:

b. efisiensi; 
)emer:intahan 

dal potensi Daerah;

c. efektivitas;

d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata ker:ayangjelasi dan
C. fleksibilitas.

pasal 3

(l) Dengan peraturan I
(2) Perangkat Daerah :"""* 

ini dibentuk Peraagkat Daerah.

terdiri ahs: 
rcbagaimana dimaksud pada ayat (I)

a. Sekretariat Daeral
b. Sekretariat DPRD 

i dengan Tipe A;

c. rnspektora, d""**fffi]ine a;

d. Dinas Daerah, /ang terdiri atas:l. Dinas pendidik

A, menyeren##i}#ifl:,* Raga ripe
pendidikan dan ,,-:^:*' 

Pemenntahan bidang

kepemudaan,J",J:X pemerintahan 
uiaang

2. Dinas pariwisr

*urr"r".*..*t* dan Kebuda}aan TiPe A,

pariwisata o** 
urusan pemerintahan 

bidang

kebudayaan; 
urusan pemerintahan 

bidang

3. Dinas Kesehatan
pemerintahan bid 

T'T A' menyelenggarakan 
urusan

4. Dinas pekeg.aan 
a',g kesehatan;

-".ryul.rrggrak*Imum 
dan penataan 

Rur

pekery'aan ,-u* ot 
urusan pt*""i"tur'lg 

Tipe B'

Lanpenataan;;;""'* bidang



5. Dinas perumahan dan Kawasan permukiman Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dart kawasan permukiman dan urusan
pemerin tahan bidang pertanahan;

6. Satuan polisi pamong haja dan pemadam KebakaranTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman
dan ketertiban

7. Dinas so"irl '* 
serta sub urusan kebakaran;

pemerintahan ;'ff_ J;",J""r",""ggarakan 
urusan

8. Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana,pemberdayaan perempuan O"rr p"rfi.raungan 
AnakTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pengenda.lian p"raua* aberencana, dan ,,,",,,-..1----""uK _ 

oar keluarga

_ pemberdayaan;_ilfl",T;ff;r"" bidang

"** r*,"'..*ru"r, 
Masyarakat .* ;-LT;:' 

",p"-b".day*., ** 
urusan pemerintahan 

bidang

1o Dinas ,fr;i lilT,;; i:T",,"ren8sarakan

,,. ff:";r}ilff* tia"ng ri,g;,"u"i n,o,o,

*..,y"t"rsg*"Lurikan 
dan Pencatatan sipil Tipe A,

aaministrasikeper:' 
urusan pemerinhhi

12. Dinas e".rrou,jd 
t'*" .* ;;:;;J",rlO**

urusan p"-"rt r,"rrrl , .lipt B' menyelenggarakan

13. Dinas ;;'#"T 
brdans Perhubungan;

menyelenggarakanlt 
dan Informatika

komunikasi o* ,r. "'*t' P"*.ri.rt rru, "'o" B'

bidans persandiax jlu'u', ;-;;ffiJ,ff
statistik; lan urysan pemerintahan 

bidang
14. Dinas Koperasi

menyelenggaraJ<an , 
o* usaha Mikro

koperasi, ,*" -r*."u"* 
o"-"**ii, "'ot B'

), usaha u*, o", *.]'.r#t"*
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15. Dinas perindustrian dan perdagangan

menyelenggarakan urusan pemerintahan
perindustrian dan urusan pemerintahan
perdagangan;

Tipe A,

bidang

bidang

16. Dinas Tenaga Keg.a Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan
urusan pemerintahan bidang tralsmigrasi;

17. Dinas penanaman Modal dan pelayanan TerpaduSatu pintu Tipe B, menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang penanaman modal dan urusanpemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral;

lg. Dinas Kearsipan dan perpustakaan Tipe B

I".],i;***t" urusan pemerintahan bidang

ot*.'"*""rr1* 
urusan pemerintahan ria"t'J

19. Dinas Tanr

:ilj",,"ffi 
jffi ,,,,""i:ffi 

"HH.tr
P"-"ti"ttrtt' :l*t' 

bidang Perta

2o' Dinas 
"",* 

oto*u""'*] r-"sDr.n dan urusan

menyelengga 
rnakan dan Perik'

pertanian :* 
unrsan ;;I* 

?ipe A,

kerautaa o"r,"T- 
urusarl ;;:";*** 

bidang

e. Badan, r.rr* t".orffi*' 
* r'emenntahan bidang

l. Badan pendal

Daera} ,ro" .luo"' 
Pengelolaan 

Keua

bidanc u"r*J;,*t*"***'t,;fil;Hfll
2. Badan perenci

pensembansanT:;*"T11*u"T, peneritian 
dan

. #$iil:::;:T*]il'frrH*1x:.:. Badan Kepegaw
tur*", o""'rr];:: 

Daerah ripe A, meraksana&an
pelatihan. - 

g kepegalvaian 
sefta pendidikan 

danf. Kecamahn.
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Pasal 4

(1) Kecamatarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf f meliPuti:

a. Kecamatan Magetan TiPe A;

b. Kecamatan NgariboYo TiPe A;

c. Kecamatan Panekan TiPe A;

d. Kecamatan Plaosan TiPe A;

e. Kecamatan Sidorejo TiPe A;

f. Kecamatan Poncol TiPe A;

g. Kecamatan Parang TiPe A;

h. Kecamatan MaosPati TiPe A;

i. Kecamatan Barat TiPe A;

j. Kecamatan Kartoharjo TiPe A;

k. Kecamatan Karangrejo TiPe A;

1. Kecamatan Karas TiPe A;

m. Kecamatan Sukomoro TiPe A;

n. Kecarnatan Kawedanan TiPe A;

o. Kecamatan Takeran TiPe A;

p. Kecamatan Nguntoronadi TiPe A;

q. Kecamatan Bendo TiPe A; dan

r. Kecamatan lembeYan TiPe A.

(2) Kelurahan meflrpakarl perangkat kecamatan yang dibentuk

untuk membantu atau melaksanakan sgfaglan tugas Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah

dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IH

PEMBENTUKAN UPT

Pasa1 6

(1)Pada Dinas dall Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tcknis.



(2) u,,r dibentuk,Y-"'"m;:ffi"Irr":""1:
oPerasional dan/ata

Peran giat Daerah induknYa'

Pasal 7

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6' terdapat

UPT Dinas Pendidikan' Kepemudaan' dan Olah Raga berupa

Satuan Pendidikan Daerah'

(2) Satuan Pendidikal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan Satuan

Pendidikan non formal'

(2)

Pasal 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6' terdapat

UPT Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat

fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional'

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah

sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasa1 9

Ketentuan lebih  lattut mengenai pembentukan  UPT

scbagalmana dilnaksud dalam Pasa1 6, Pasa1 7, dan Pasa1 8

ditetapkan dengan Peraturan Bupa任 .

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 1O

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli
yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
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(2) staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah a.r, u"rt ,,s;u ,"**.-Titi.::'ati dan secara

administratif aitoo'Ji"'*iftu'' oleh Sekretaris Daerah'

(3) Sta-f Ahli sebagarmttt' ii*tft*d pada ayat (2) diangkat dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan'

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasa1 11

Perangkat Daerah d五 SI Oleh Pegawai Aparatur Sip■
 Negara,

sesud  dengan  peraturandiangkat  dan  diberhentikan

perundang― undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN―LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan

mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VH

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(l) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magetan yang

dibentuk dengan susuna.n organisasi dan tata kerja
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5
Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Magetan (lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 20OB Nomor 4) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten
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Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (kmbaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19,

Tambahan l.embaran Daera]r Kabupaten Magetan Nomor 28),

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya

organisasi Rumah Sakit Daerah baru sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Magetan, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata
kery'a berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya
Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan
bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan

di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5
Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Magetan (lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 5 Tahun 20Og tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah
dan Lembaga Telods Daerah Kabupaten Magetan (lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2g),
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan.



(4) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang

kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampai dengan Peraturan Pemerintah mengenai

pelalsanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat

yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

b. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai

dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan

UPTyang baru.

BAB VHI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 15

Pada saat Peraturan Daerah ini Fnulai berlaku,rnaka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ketta Sekrettat Daerah dan

Sekrettat Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan(Lembarall Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 3);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2006 tentang Organisasi Satuan PolisI Pamong tta

Kabupaten Magetan(Lembarall Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2006 Nomor  10) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Organisasi Satuan

Polisi Pamong haa Kabupaten Magetan(Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan

Leinbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 26);

C. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008

tentang organisasi dan Tata Ketta Dinas Daerah Kabupaten

Magetan(Lembaran Daerah Kabupaten Magett Tahun 2008

Nomor 4)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daerah Kabupaten Magetan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor

18, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

27l.;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 19 Tahun 2Ol2 ter,ltarrg Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan kmbaran

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kecamatan dan Kelurahan

(L,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2Ot2 tentang

Perubatran atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke{a

Kecamatan dan Kelurahan (l,embaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 16); dan

f. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O10

Nomor 9, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Jar-l.tari 2017,

kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit.
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Pasal 16

Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditetapkan paling

lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam kmbaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 14 November 2016

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 14 November 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI」 AWA TIMUR

377-15/2016

MANTRI

TIKNO
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PEN」 ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

I. UMUM

Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, secara

eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk
mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, te{adi perubahan terminologi pembagian urusan

pemerintahan yang bersifat konkuren dibandingkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Implementasi dari perubahan ini, maka secara

kelembagaan di masing-masing tingkatan pemerintahan setidaknya

Perangkat Daerah harus mewadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu

Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak

berarti bahwa setiap penang€rn€rn urusan pemerintahan harus dibentuk ke

dalam Organisasi tersendiri.

Keberadaan Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting

dalam pencapaian tujuan pemerinatahan daerah yaitu mengingkatnya

kesejahteraan masyarakat di Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik,

peningkatan pariisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Oleh

karena itu, Perangkat Daerah harus dibentuk dan disusun sesuai dengan

prinsip desain organisasi yang ideal, berdasarkan pada asas efisiensi,

efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,

fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
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Perangkat Daerah Kabupaten Magetan merupakan unsur pembantu

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kota terdiri dari unsur staf,

unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam

sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi

dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi
pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Pemerintahan Daerah diwadahi

dalam Inspektorat. Di samping itu juga dibentuk Kecamatan sebagai

Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi
koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan
intensitas tinggi.

Dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah agar kelembagaan

tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan:
l. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah;

2. Karalrteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

3. Kemampuan keuangan daerah;

4. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
5. Pengembangan pola keq'asama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa
Yang dimalsud dengan asas "intensitas Urusan pemerintahan

dan potensi Daerah, adalah penentuan jumtah dan susunan
Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanalan suatu Urusan pemerintahan atau volume
beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan
Urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimalsud dengan asas uefisiensi, adatah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggr yang dapat diperoleh.
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Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan

Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat

guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas

dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat

Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang

dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit ke4'a

pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan
pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan unit
ke{a pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan keda
yang jelas, baik vertikat maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas, adalah penentuan
tugas dan fungsi perangkat Daerah dan unit keg.a pada
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung
tugas dan fungsi yang diamanatlan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah peraturan Daerah ini
ditetapkan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jetas.

Pasal 7
Cukup jelas.
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Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal l0
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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